PERJANJAN PINJAM PAKA]I BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TENTANG

PINJAM PAKA] BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN HUIGUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
* OLEH PEMEINTAH KOTA TANGERANG UNTUK DIMANFAATKAN
SEBAGA! SD NEGER] SUKASARI 4 DAN 5 KOTA TANGERANG

NOMOR : SEK.PL.05.05-41
NOMOR : 180/56a-Bag.KP/2017

Pada hadl ini, Jumat tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dus Ribu Tujuh Belas
{(10/02/2017), kami yang bertands tangan dibawsh ini

LA

BAMBANG RANTAM SARIWANTO : Sekretaris Jendevsl Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik indonesia,
perdasarkan Petikan Nomor 6 Keputusan
Presiden 'Republik Indonesia MNomor 28M
Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dari Dan Datam Jabatan

Rasuda Said Kav. 8-7 Jakarta, selanjutnyz
disebut PIHAK PERTAMA.

H. ARIEF R WISMANSYAH ° . Walikota  Tangerang,  yang dianghat
- berdasarkan Menteri Dalam Negen
Nomor 131.36-7224 Tahun 2013 tentang
Pengesahan Pengangkatan Walikota
Tangerang Propinsi Banien, galam hal ini
bartindak untuk dan otas nama Pemerintah
Kota Tangerang yang berkedudukan di Jalan
Satria Sudiman Nomor 1 Kota Tangerang
Provinsi  Banten, yang selanjutnya disebut
PHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan.

araturan Pemernntah Nomor 27 Tahun 2014 temtang Pengelolaan Barang mitik
t ﬁqmmb (lembaran Negara Repubii Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor TR/PMK_ 06/2014 tentang Tata Cara Petaksanaan
Pemarfaatan Barang Milik Negara, o l’
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selan; : _
PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri daiam Peranjian Pj ; \
Negara, dengan kentantuan dan syaret-syarat sebagai be”c:kut: miam Pakai Barang ik

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Paaal 1

(1) PHAK KEDUA bermaksud meminjam Barang Milik Negara i a PIHAK
PERTAHk:p ;l:: PIHAK PERTAMA bersedia untuk momwamkanwg:rang Miiik
Nagara PIHAK KEDUA untuk k \ : | i

ERUA Gl s eperiuan pelaksanaan tugas dan fungsi

{2) mmmwmn&waaimangmmmm

dimaksud pada ayat (1) adaleh relokasi SON Sukssari 4 dan S Kota Tangerang. "

BAB H
OBJEK PINJAM PAKAI
Pasal 2

Objek Pinjam Pg«ai adalah Barang Mitik Negara milik PIHAK PERTAMA berupa tanah

seiuas 8.883 m” dengan niial perolehan Rp19.966.000.000,00 (sembilan beias miliar

sambitan m‘t;_n anam pm :ﬁam juta rupiah) yang terietak di Kelurahan Sukasari,

Kecamatan angerang, angerang, Provinsi Banten, vang mernipakan bagian dari

&mmmmwsmmumm 12 September 1985 atas nama

1Qoplmmnn- Kehakiman Republik indonesia ¢ 4. Lembaga Pemasyarakatan Tangaerang di
Bngarang.

BAE
JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI
Papal 3

(1) Jangka wakiu pinjam pakai selama 5 (ima) tahun sejak diterbitkannya surat Direktur
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jendaral Kekayaan
Negara Nomor S-71MIK.B/KN.5/2018 tanggal 28 Okiober 2018 hal Persetujuan
Pinjam Pakai Barang Milik Negara Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Kepada Pemerintah Kota Tangerang sarmpai dengan. 27 Oktober 2021 dan
dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(2} Uasiam hal jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
diperpanjang  oleh  PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan
permohonan tertulis kepada PHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
jangka waktu Pinjam Pakai berakhir.
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(1) PIHAK PERTAMA iban memini _— .
dimakeus pada Pasal 2 kapee e KEDua, OVIoK Pitiam pakai sebagaimans

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

C. Melaporkan la jadi jek pinj i
tortulis “93 p:‘é"::_‘a“ !{3"9 terfadi pada objek pinjam: pakai secara

d. Perubahan sebagaimana dimaksud pada .
- ayat (2) huruf ¢ hanya
clah PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan dar! PidaAm Wmd{hkm”:?"

o . i o}
PIHAX KEDUA dilarang untuk melaiukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai

komersial.
BAB VvV
MONITORING DAN EVALUAS
Pasal 5

PARA W Socara bersama-sama melahukan monitoring dan evalusst ata
mmmmmpﬂniwﬁapuaatu)tahun aekali. | *

BAB VI
KORESPONDENS!
Pasai 6

Surat menyurst atau peroberitahuan-pemberiahuan atau pemyatasn-pemyataan atay
persehyuan-persoetujuan yang wajib dan periu dilakukan oleh salah satu pihak kepada
pihak lainnya daiam melekeanakan perjanjian i, harus cliskukan sacara tertulis dan
dikirimkan melalui Surat Elektronik (ema#) / Pos Surat / Faksimili atau diserahkan secara
langsung kepada masing-masing pihak dengan korespondensi sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :
Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia
Ji. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan

Telepon (021) 5253004

Faksimii (021) 5253185

PIHAK KEDUA:
Sekretariat Daerah Kota Tangerang

Ji. Satria Sudirman No. 1 Kelurahan Sukarasa Kota Tangerang

Telepon (021) 55764955

Faksimili (021) 55764960 /
Emalil . bpkd@targerangkota go id > |




BAB vii
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

{1) Halkhat yang beium cukup diatur datam pefanjlan pinjam pakai ini akan diatur dalam
Pejaniian tersendiri berdasarkan kesepakatan kadus beish pihak dalam bentuk
Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petjanjisn inj serta
mempunyei kekuatan hukum yang samg.

(2) Apabila terjadi perubahan struktur Oiganisasi yang

_ el *'4..,:;34. .n‘tl bt
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